
 

 

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 

TAHUN 2003 TENTANG LARANGAN GELANDANGAN 

DAN PENGEMIS SERTA PRAKTIK SUSILA DI KOTA 

MEDAN 

 
SKRIPSI 

 

Oleh  : 

 

DWI RACHMAYANI 

NPM : 2003100028 

 

 

Program Studi Ilmu Administrasi Publik 

Konsentrasi Kebijakan Publik 

 

 

 

FAKULITAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA 

MEDAN  

2024 



 

 



ii 

 

   



 

 



i 

 

ABSTRAK 

Implementasi Kebijakan Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta 

Pengawasan Dan Pembinaan Di Kota Medan  

 

DWI RACHMAYANI 

2003100028 

 

Kota Medan merupakan sebagai kota besar ketiga di Indonesia namun tidak 

lepaskan dari keberadaan gelandangan dan pengemis. Gelandangan adalah 

seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang 

layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan 

pekerjaan yang tetap. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan 

penghasilan dengan cara tidak layak seperti meminta-minta di muka umum 

dengan berbagai cara untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Penelitian ini 

bertujuan untuk Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang 

Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktik Susila Di Kota Medan. Untuk 

mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota khususnya 

Dinas Sosial Kota Medan dalam menjalankan wewenangnya dan peraturan yang 

diterapkan. Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah 

metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Analisis data yang digunakan dengan 

mengkaji hasil wawancara yang meliputi aspek-aspek strategi dalam sistem atau 

proses pelaksanaan kebijakan, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam 

implementasi kebijakan, proses pengawasan dan pembinaan serta sarana dan 

prasarana. Adapun Teori yang saya gunakan yaitu Teori George Edward III yang 

dimana dari segi tingkat keberhasilan suatu Implementasi yaitu adanya 

Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Birokrasi Dari hasil kajian atau analisis 

data hasil wawancara tentang aspek - aspek tersebut maka diperoleh kesimpulan 

bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003 Tentang 

Larangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan dilakukan oleh Dinas Sosial 

Kota Medan secara umum sudah berjalan dengan baik hanya saja masih terdapat 

kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaannya karena di sebabkan oleh 

beberapa faktor seperti kekurangan pada fasilitas yang menghambat ke 

efektifitasan dalam penertiban, dana finansial yang belum jelas, komunikasi yang 

kurang efektif terhadap masyarakat, dan kebijakan yang belum pernah 

diperbaharui kembali. 

 

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Larangan Gelandangan Pengemis, 

Pengawasan Pembinaan Gelandang dan Pengemis 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sumatra Utara merupakan sebuah Provinsi yang terletak di bagian Barat 

khususnya kota Medan sebagai kota besar ketiga dan kota terbesar keempat dari 

segi pendapatan penghasilan di Indonesia namun tidak lepas oleh Gelandagan dan 

Pengemis serta Praktik susila. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis 

maka Pemerintah memberi Prespektif bahwa Gelandangan adalah orang-orang 

yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak 

dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan 

yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. 

Selanjutnya Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan 

meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk 

mengharapkan belaskasihan dari orang lain. 

Gelandangan dan Pengemis dapat ditemukan di tempat-tempat tertentu 

seperti di pertigaan, perempatan, lampu merah, tempat umum dan di pemukiman 

masyarakat sebaliknya dengan Tuna susila yang dapat di temukan ditempat 

tempat yang tidak banyak orang orang berinteraksi bebas seperti di ruangan ktv, 

klub dan hotel. Sebagian dari mereka berfikir bahwa mengemis atau melalukan 

pekerjaan ini sebagai profesi. Hal ini sangat mengganggu pandangan serta 

meresahkan masyakat, Faktor penyebab terjadinya masalah  gelandangan, 

pengemis serta praktek susila ini adalah karna faktor penduduk 
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yang tidak di seimbangi oleh lapangan pekerjaan yang memadai dan 

kesempatan kerja serta faktor urbanisasi dengan maksud dapat merubah nasib 

kelangsungan hidup mereka, tetapi kesempatan kerja tersebut tidak di membekali 

diri dengan pendidikan keterampilan seni yang memadai. Sehingga keadaan 

tersebut menambah suatu pekerjaan yang kurang produktif di kota Medan. 

Dampaknya ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka bekerja apa 

saja asalkan mendapatkan uang termasuk dalam hal mengemis serta menjual 

harga diri. keberadaan gelandangan dan pengemis di kota medan sangat 

meresahkan masyarakat, selain menggangu aktivitas masyarakat serta merusak 

keindahan kota dan tidak sedikit kasus kriminal yang muncul yang menjadi 

golongan dalam melakukan hal apapun demi mendapatkan uang seperti mencopet, 

mencuri dan sebagainya. Permasalahan gepeng ini pun juga membuat masalah 

dalam penataan kota. sebab itulah apabila masalah gepeng tidak segera 

mendapatkan penanganan maka dampaknya akan merugikan diri sendiri,keluarga, 

masyarakat serta lingkungan sekitarnya. 

Berikut kebijakan yang telah di tetapkan oleh pemerintah Secara formal 

pemerintah Kota Medan telah mengambil sikap yang jelas terhadap masalah sosial 

gepeng. Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2003 tentang Larangan 

Gelandangan dan Pengemis serta Praktik Susila, Pasal 3 mengenai pengawasan 

dan pembinaan yang berisi pengawasan peraturan daerah dilaksanakan terpadu di 

bawah koordinasi kepala daerah serta kepala daerah membentuk tim 

pengawas terpadunya. Dalam hal ini kinerja dari Dinas Sosial Kota Medan sangat 

penting untuk meminimalisirkan jumlah gelandangan dan pengemis di Kota 
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Medan dengan melakukan pengawasan dan pembinaan sehingga dapat 

terorganisir dengan baik. 

Dinas Sosial Kota Medan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah 

yangdipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada walikota melalui sekretariat daerah. Dinas Sosial Kota Medan 

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan daerah di bidang sosial 

berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.Sesuai dengan peraturan 

perundang- undangan yang berkaitan dengan kesejahteraan gelandangan dan 

pengemis antara lain “ UU nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 

pasal 1 disebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial merupakan kondisi terpenuhinya 

kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar hidup layak dan 

mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. 

Dengan adanya latar belakang maka akan terungkapnya beberapa fenomena 

yang menjadi bagian dari pengemis seperti yang kita ketahui bahwa 

Perkembangan pesat teknologi memberikan perubahan juga mengenai bagaimana 

manusia dapat bekerja dengan mudahnya. Hanya dengan berbekal smartphone, 

manusia kini bisa dengan mudahnya dapat memperoleh penghasilan. Mulai 

banyak yang memanfaatkan fenomena ini dengan menjadi sebagai ladang 

penghasilan. 

Terkait permasalahan yang ada dalam penelitian ini saya menggunakan 

teori George C Edward untuk mempermudah penelitian agar terkemukakannya 

inti permasalahan ataupun faktor - faktor yang memperhambat berjalannya 

suatu implementasi kebijakan yaitu : 
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1. Komunikasi 

2. Sumber daya 

3. Disposisi 

4. Birokrasi 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji implementasi larangan gelandangan pengemis serta praktek tuna susila 

di Kota Medan. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif bahwa 

metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata, catatan-catatan yang berhubungan dengan 

makna, nilai serta pengertian. Selain itu metode kualitatif senantiasa memiliki 

sifat holistik, yaitu penafsiran terhadap data dalam hubungannya dengan berbagai 

aspek yang mungkin ada (Mahardika & Nalar Rizki, 2021). Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan masyarakat dalam 

upaya meningkatkan implementasi larangan gelandangan pengemis dan praktek 

susila di kota Medan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Bagaimana implementasi peraturan daerah tentang larangan gelandangan 

dan pengemis serta praktik susila di kota medan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini untuk mengetahui implementasi peraturan 

daerah tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik susila di kota 

medan. 
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1.4 Manfaat penelitian 

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam upaya meningkatkan implementasi pembinaan dan 

pengawasan gelandangan dan pengemis. Hasil penelitian ini dapat memberikan 

gambaran tentang faktor-faktor yang menghambat pembinaan dan pengawasan 

gelandangan dan pengemis di kota, sehingga pemerintah dapat menyusun 

kebijakan dan program yang tepat untuk mengatasi hambatan tersebut. 

a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

implementasi pembinaan dan pengawasan gelandangan danpengemis di 

kota medan. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya menaati suatu larangan yang telah di 

tetapkan pemerintah sesuai peraturan daerah nomor 6 tahun 2003. 

b. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian 

dalam penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

khususnya di bidang kebijakan publik dan kesehatan masyarakat.
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

 

2.1 Implementasi Kebijakan 

a. Implementasi Kebijakan 

Menurut (Noviah et al., 2019), menyebutkan bahwa implementasi adalah 

pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-

undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan- keputusan 

eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut 

mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas 

tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan dengan berbagai cara.  

Menurut (Ferdika et al., 2023) implementasi dipandang secara luas yang 

mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang dimana berbagai aktor, 

organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama. Untuk menjalankan 

kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program. 

Sedangkan implementasi dipandang secara sempit merupakan fenomena yang 

kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran 

(output) maupun sebagai suatu dampak (outcome) (Winarno 2012:147). 

Dalam pelaksanaan kebijakan publik juga memiliki dimensi-dimensi 

eksternal yang mempengaruhi atau berinteraksi dengan kebijakan tersebut 

seperti kondisi politik, sosial budaya dan ekonomi yang ada pada lingkungan 

kebijakan Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting 

dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses 
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kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau 

tidak tercapai tujuan sesuai dengan isi kebijakan itu. Hal ini dipertegas oleh 

Chief J.O. Udoji dalam (Sitorus, 2007) yang mengatakan: “Pelaksanaan 

kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting 

dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang hanya sekedar 

berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau 

tidak diimplementasikan. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan 

dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top- 

down, yang dimana maksudnya adalah menurunkan atau menafsirkan 

alternative-alternatif yang mash abstrak atau makro menjadi alternative yang 

bersifat konkrit dan mikro.” Berdasarkan dari beberapa pendapat ahli diatas 

pengertian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah 

proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang- undang peraturan, 

keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seperti peraturan 

daerah kota Medanyang telah di tetapkan tentang larangan gelandangan dan 

pengemis. 

Dalam (Arma et al., 2023) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah 

cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya 

implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut 

dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam 

prosedur prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari 

itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh 

apa dari suatu kebijakan. 
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b. Faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan (Teori Model 

George C Edwards III ) 

Adapun Keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi faktor-faktor yang 

memiliki keterkaitan satu sama lain. Menuruut teori George C. Edward III 

(dalam Agustino, 2006:149) Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 

empat variable, yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur 

birokrasi. 

1. Komunikasi (communication).  

Faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu 

kebijakan, menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2006:150) 

yaitu komunikasi. Komunikasi mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam penyampaian suatu kebijakan, oleh karena itu 

kebijakan yang akan disampaikan harus di pahami dengan baik oleh 

pelaksananya. 

Sebagaimana dikatakan Agustino (2006: 157) bahwa komunikasi 

merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. 

Di kutip dalam (Putri & Sari, 2020). Adapun faktor yang 

memperngaruhi keberhasilan komunikasi suatu kebijakan dalam 

pembinaan  dan  pengawasan  gelandangan  dan  pengemis  seperti 

Transmisi, penyampaian komunikasi yang baik akan menghasilkan 
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pada komunikasi yang baik pula. Kejelasan, komunikasi yang diterima 

oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan dapat dipahami agar muda 

melakukan tindakan. Konsistensi, perintah untuk menegakkan 

kebijakan harus tetap pada pendirian awal dan jelas. (Pengemis et al., 

2023) 

2. Sumber daya. 

Faktor kedua yang memeperngaruhi keberhasilan implementasi 

suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal 

penting lainnya, merupakan George C. Edward III (dalam Agustino, 

2006:151) dalam mengimplementasikan kebijakan sumber daya 

terdiri dari beberapa elemen yaitu: 

a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. 

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah 

satunya disebagiankan oleh karena staf yang tidak mencukupi, 

memadai, ataupun tidak komponen dibidangnya. Seperti yang di 

ungkapkan oleh Huraerah dalam ( Hayat, 2023) dampak domino dari 

adanya krisis ekonomi dan keuangan berkelindan erat dengan 

keberadaan masalahan yang ada dijalanan, baik itu gelandangan dan 

pengemis. Ada sejumlah hal yang jadi penyebab utama dari kemiskinan, 

salah satu diantaranya yaitu akibat Sumber Daya Manusia (SDM) 

masih rendah, sehingga dalam proses pencarian pekerjaan akan 

mengalami kesulitan dan masih ada sejumlah faktor lainnya. 

b. Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua 
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bentuk yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara 

melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apabila orang 

lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh 

terhadap hukum. Sehingga dalam hal ini tidak ada perbedaannya 

informasi dengan komunikasi dalam penanggulangan gelandangan dan 

pengemis . 

c. Wewenang, Kewenangan merupakan otoritas atau legimitasi bagi para 

pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara 

politik.fasilitas fisik juga merupakan factor penting dalam implementasi 

kebijakan. Implementor mungkin staf yang mencukupi, mengerti apa 

yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan 

tugasnya tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) 

maka implementasi kebijakan tersebut tidaka akan berhasil. Dalam 

(Damayanti & Adnan, 2017) Dinas Sosial diberi kewenangan untuk 

melakukan penertiban, penjemputan gelandangan  dan  pengemis  

dari  jalanan  yang berkoordinasi dengan Satpol PP, yang 

selanjutnya untuk dilakukan pembinaan dan  di  rehabilitasi 

sosial. Setelah dilakukan pendataan dan lain sebagainya. Dinas Sosial 

juga memiliki kewenangan untuk memonitoring kegiatan purna bina, 

gelandangan dan pengemis yang telah di rehabilitasi sosial akan 

dikembalikan ke masyarakat, dan diberikan stimulan modal untuk 

usaha mandiri, dimana Dinas Sosial akan melakukan pengawasan 

secara berkala. 
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3. Disposisi. 

Faktor  ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan 

implementasi kebijakan public bagi Geoerge C. Edward III (dalam 

Agustino, 2006:152) adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana 

kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai 

pelaksanakan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan 

ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui 

apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk 

melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Berdasarkan 

pengamatan peneliti (Damayanti & Adnan, 2017), disposisi dalam 

penanggulangan gelandangan dan pengemis tidak dipegaruhi oleh faktor 

ideologis, dalam  artian  tidak  ada perbedaan  pandangan  antara 

pembuat dan pelaksana kebijakan seperti: kehidupan yang  layak  

memanusiakan manusia merupakan ibadah dalam mengamalkan ajaran 

agama islam ataupun non-islam semua memiliki pandangan bahwa 

menolong sesama adalah bentuk kebajikan, menekan kemiskinan dan 

kesenjangan sosial dalam rangka pembangunan daerah ketertiban umum 

adalah hak semua masyarakat, sehingga keberadaan gelandangan dan 

pengemis yang terkadang meresahkan mereka membuat  tidak  nyaman 

masyarakat harus di selesaikan. 

4. Struktur Birokrasi 

Menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2008:153) yang 

mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah 
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struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu 

kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang 

seharusnya dilakaukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan 

suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana 

atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. 

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung 

kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan 

koordinasi dengan baik. Dua karakteristik yang dapat mendongkrak 

kinerja struktur biroktasi/ organisasi kearah yang lebih baik, adalah: 

a. Standar Operating Prosedure (SOP), suatu kegiatan rutin yang 

memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/administrasi  

birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap 

harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum 

yang dibutuhkan) seperti dalam kasus gelandangan dan pengemis 

SOP Untuk memberikan petunjuk penanganan bagi petugas seksi 

rehabilitasi sosial, pihak dinas sosial hanya mengembangkan 

tata-cara tidak tertulis, hanya disampaikan secara lisan dalam 

briefingtim. Dapat juga dikatakan bahwa panduan kerja Dinas 

Sosial adalah konvensi/kesepakatan bersama. Tidak adanya 

petunjuk baku mengenai penanganan gelandangan dan pengemis 

ini disatu sisi memiliki akibat positif. Dimana cara penanganan 

bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan Penjemputan 

gelandangan  juga  akan lebih fleksibel karena selalu terbuka 
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kemungkinan untuk melakukan ―perubahan‖ aturan sewaktu-

waktu. Fleksibilitas ini kecil kemungkinannya apabila ada 

aturan/petunjuk  teknis (Damayanti & Adnan, 2017). 

 

b. Fragmentasi, upaya penyebaran tanggung jawab untuk memberikan 

petunjuk penanganan bagi petugas seksi pengawasan dan 

pembinaan, pihak dinas sosial hanya mengembangkan tata-cara 

tidak tertulis, hanya disampaikan secara lisan. Dapat juga dikatakan 

bahwa panduan kerja Dinas Sosial adalah konvensi/kesepakatan 

bersama. Agar tidak terjadi pemecahan  koordinasi  

pelaksanaan kebijakan ataupun pemecahan pertanggung jawaban. 

c. Unsur Unsur Implementasi Kebijakan 

Adapun suatu Unsur-unsur dalam implementasi kebijakan merupakan 

faktor penting dengan kata lain dalam mengimplementasikan kebijakan 

publik harus ada unsur unsur sebagai sarana sehingga dihasilkan 

implementasi yang efektif. Menurut Abdullah dan Smith dalam (Tachjan, 

2006:26) unsur- unsur tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Unsur Pelaksana Pihak yang utama mempunyai kebijakan untuk 

melakukan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit 

birokratik pada setiap pemerintah. Hal ini serupa disampaikan oleh 

Smith (Tachjan, 2006:27) bahwa birokrasi pemerintah yang 

mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan publik. 
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2. Adanya Program yang akan dilaksanakan Kebijakan administrasi yang 

masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang masih berisikan 

tujuan, sasaran, serta berbagai macam dijabarkan kembali dalam 

program- program operasional adalah program yang isisnya mudah, 

dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana.  

3. Target Group Target group merupakan kelompok sasaran dimana 

terdiri dari sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang 

akan menerima barang dan jasa yang akan dipengaruhi perilaku oleh 

kebijakan (Tachjan, 2006:35). Mereka diharapkan dapat menerima 

dan menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan 

bergantung kepada kesesuaian kebijakan seperti harapan mereka. Di 

kutip dalam (Peraturan & Kabupaten, 2013). 

 

d. Variabel Kerja Implementasi Kebijakan 

Menurut Mazmanian dan Sebateir (Tahir, 2014:78) dalam 

(Nofriandi, 2017), menjelaskan “ada tiga kelompok variabel yang 

mempengaruhi keberhasilan implementasi,” yaitu: 

a. Variabel Independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan 

yang berkenan dengan indikator dukungan teori dan teknologi, 

keragaman perilaku kelompk sasaran, tingkat perubahan perilaku 

yang dikehendaki, variabel ini disebut juga dengan karakteristik dari 

masalah. 

b. Variabel Intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk 
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menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan 

konsistensi dan tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan 

alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga 

pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat 

pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar variabel ini disebut juga 

dengan karakteristik kebijakan. 

c. Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi 

atau lingkungan, yang berkenan dengan indikator, kondisi sosial, 

ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan konstituen, 

dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas 

kepemimpinan dan pejabat pelaksan Proses implementasi kebijakan 

dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat 

kebijakan dengan substansi kebijakannya, pejabat pelaksana di 

lapangan sebagai implementator dan aktor individu selaku kelompok 

target. 

 

2.2 Kebijakan Publik   

Kebijakan publik sebagaimana dikutip Islamy (Thomas R. Dye, 2009 : 19) 

mendefinisikan kebijakan publik sebagai “is whatever government choose to do or 

not to do” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak 

dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai 

perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah 

atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak 
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melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh 

/dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. 

Terdapat beberapa ahli yang mendefiniskan  kebijakan publik sebagai 

tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah 

publik. Begitupun dengan Chandler dan Planose bagaimana dikutip Djafar 

(Albram, 2016) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan 

yang strategis terhadap sumber daya- sumber daya yang ada untuk memecahkan 

masalah-masalah publik atau pemerintah. 

Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan 

publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah 

masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang 

mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

James E. Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) menungkapkan 

bahwa kebijakan adalah “a purposive course of action folowed by an actor or set 

of actors in dealing with a problem or matter of concern”(Serangkaian tindakan 

yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang 

pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).  Dari 

definisi para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah: 

“Serangkaian keputusan kebijaksanan yang diambil seorang atau sekelompok 

orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat sebagaimana 

di kutip dalam buku (Padjajaran et al., 2014). 

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan. 

Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun 
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pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan  tetapi harus 

mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Robert T. 

Nakamura dan Frank Smallwood mengemukakan pengertian kebijakan publik 

yaitu A set of instruction from policy makers to policy implementers that spell out 

both goals ang the mean for achieving those goals (R, 2017).  

Berdasarkan pengertian di atas, kebijakan merupakan suatu kumpulan 

keputusan. Keputusan tersebut diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok 

politik yaitu pemerintah. Keputusan tersebut berusaha untuk memilih tujuan dan 

cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. namun secara umum kebijakan 

publik selalu menunjukkan ciri tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. 

Adapun ciri tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Public policy is purposive, goal oriented behavior rather than random or 

change behavior.Setiap kebijakan harus ada tujuannya, artinya : pembuatan 

suatu kebijakan tidak boleh asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan 

membuatnya. Bila tidak ada tujuan, tidak perlu ada kebijakan. 

2. Public policy consist of course of action rather than separate discrete 

decision or action performed by government officials. Maksudnya suatu 

kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan dalam masyarakat,  

dan berorientasi pada pelaksanaan, interprestasi dan penegak hukum. 

3. Policy is what government do not what they say will do or what they intend 

to do. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah bukan apa yang 

ingin atau diniatkan akan dilakukan pemerintah. 

4. Public policy maybe either negative or positive.Kebijakan dapat dibentuk 
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negatif atau melarang dan juga berupa pengarahan untuk melaksanakan 

atau menganjurkan. 

5. Public policy is based on law and is authoritative. Kebijakan didasarkan 

pada hukum, karena itu memilikikewenangan untuk memaksa masyarakat 

mematuhinya. 

 

2.3 Pembinaan 

a. Pembinaan 

Pembinaan menurut miftha Thoha dalam (Pratama, 2022) Pembinaan 

adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam 

hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi 

atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. 

Sedangkan, Pembinaan menurut   (Amalia Yunia Rahmawati, 2020) adalah 

untuk merubah seseorang untuk menjadi baik dan mampu untuk hidup 

mandiri, ini berkenaan dengan bagaimana tujuan yang di sosialisasikan 

kepada organisasi atau publik dan manfaat dari tujuan itu. Dalam suatu 

pembinaan menunjukan adanya suatu kemajuan peningkatan, atas berbagai 

kemungkinan peningkatan, unsur dari pengertian pembinaan ini merupakan 

suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan 

menunjukan kepada “perbaikan” atas suatu istilah pembinaan hanya 

diperankan kepada unsure manusia, Oleh karena itu pembinaan haruslah 

mampu menekan dan dalam hal-hal persoalan manusia. 
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b. Bentuk – bentuk pembinaan 

Adapun bentuk pembinaan Sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan 

Daerah dalam Dinas Sosial, terdiri atas lima bentuk pembinaan. Kelima 

bentuk pembinaan tersebut yaitu: 

1. Pembinaan yang terdiri dari tiga langkah pembinaan yaitu, Pembinan 

Pencegahan, Pembinaan Lanjutan, dan Usaha Rehabilitasi Sosial. 

2. Eksploitasi. 

3. Pemberdayaan. 

4. Bimbingan Lanjutan. 

5. Partisipasi Masyarakat. 

 

c. Faktor – faktor pendukung gelandangan dan pengemis 

Adapun hal yang dapat meminimalisirkan gelandagan dan pengemis yang 

beroprasi dan beraktivitas di tempattempat umum, ada beberapa hal yang 

mendukung dijalankannya peraturan tersebut. Beberapa diantaranya yaitu 

dalam (Asrul Nurdin, 2011): 

1.  Tersedianya Regulasi (Peratuan Daerah No.6 Tahun 2003 Tentang 

Larangan Gelandangan dan Pengemis DI kota Medan) 

2. Terjalinnya kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota Medan dan 

perusahaan swasta. 

3. Tersedianya sumber daya yang memadai untuk membina anak 

jalanan di Kota Medan. 

4. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung program 
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pembinaan anak jalanan di kota Medan. 

5. Anggaran Yang Memadai. 

 

d. Faktor – faktor Penghambat gelandangan dan pengemis 

Faktor-faktor yang bersifat mendukung terjalannya Peraturan Daerah 

Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembinaan gelandagan dan pengemis ada pula 

faktor-faktor yang sifatnya penghambat implementasi dari jalannya 

kebijakan daerah tersebut dalam Beberapa diantaranya yaitu dalam (Asrul 

Nurdin, 2011): 

a. Modernisasi, Industrialisasi, Urbanisasi 

b. Kemiskinan 

c. Perubahan social 

d. Kondisi social 

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2003 telah menjelaskan dalam Pasal 3 

bahwasannya Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan bupati/wali 

kota melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap desa dan dapat 

dibantu oleh camat dan inspektorat kabupaten/kota. Undang - undang 

tersebut juga menjelaskan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan  

pemerintahan daerah bahwasannya pembinaan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang itujukan 

untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai 
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usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin 

penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalansecara efisien dan efektif 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. 

 

2.4 Pengawasan 

a. Pengawasan 

Menurut Admosudirjo (dalam Andri, 2015:63-64) mengatakan, 

bahwa pengawasan merupakan keseluruhan kegiatan yang 

membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah 

dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar, atau rencana- 

rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Handoko (2014:359) 

mengatakan bahwa, pengawasan manajemen adalah suatu usaha 

sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan 

perencanaan, merancang sisem informasi umpan balik, 

membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan 

mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan 

koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya 

perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam  

pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Dapat dismpulkan bahwa 

pengawasan dilakukan untuk menjamin semua kegiatan sesuai dengan 

kebijaksanaan, strategi, keputusan, rencana, dan program kerja yang 

telah dianalisis, dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya serta 

diselenggarakan dalam wadah yang telah tersusun untuk tujuan 
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tertentu. Dalam Jurnal (Ariansyah & Yusran, 2020). 

b. Tujuan pengawasan  

Menurut (Ariansyah & Yusran, 2020) pengawasan mempunyai 

tujuan sebagai berikut : 

a. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan 

dan perintah. 

b. Menerbitkan koordinas. 

c. Kegiatan-kegiatan yang mencegah pemborosan dan penyelewengan 

d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau 

jasa yang dihasilkan 

e. Membina kepercayaan masayrakat terhadap kepemimpinan 

organisasi Dengan demikian mengenai tujuan pengawasan yang 

sangat erat kaitannya dengan rencana dari suatu organisasi. 

c. Ciri- ciri Pengawasan 

Ciri-ciri Pengawasan (Siagian, 2005) mengatakan bahwa ciri-ciri 

pengawasan adalah : 

a. Pengawasan harus bersifat fact finding 

b. Pengawasan harus bersifat prefectif 

c. Pengawasan harus diarahkan kepada kegiatan yang sedang 

dilaksanakan 

d. Pengawasan hanyalah sekedar untuk alat mengefesiensikan 

e. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk administrasi dan 

manajeme 
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f. Pengawasan harus effisien 

Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang 

salah tetapi menentukan apa yang tidak benar Pengawasan harus 

bersifat membimbing. 

d. Prinsip – Primnsip Pengawasan 

Prinsip-prinsip dalam penanganan gelandangan dan pengemis : 

a. Prinsip penerimaan gelandangan dan pengemis secara apa adanya. 

b. Prinsip tidak menghakimi gelandangan dan pengemis 

c. Prinsip individualisme, dimana setiap gelandangan dan pengemis 

tidak disama ratakan begitu saja, tetapi harus dipahami secara 

khusus sesuai dengan keunikan pribadi dan masalah mereka masing 

- masing. 

d.  Prinsip kerahasiaan, dimana setiap informasi yang diperoleh dari 

gelandangan dan pengemis dapat dijaga kerahasiaannya sebaik 

mungkin, terkecuali digunakan untuk kepentingan pelayanan dan 

rehabilitasi social gelandangan dan pengemis itu sendiri. 

e. Prinsip partisipasi, dimana gelandangan dan pengemis beserta 

orang-orang terdekat dengan dirinya diikut sertakan dan dapat 

berperan optimal dalam upaya pelayanan dan rehabilitasinya 

kembali ke masyarakat. 

f. Prinsip komunikasi, dimana kualitas dan intensitas komunikasi 

antara gelandangan dan pengemis dengan keluarga dan lingkungan 

sosialnya dapat ditingkatkan seoptimal mungkin sehingga 
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berdampak positif terhadap upaya rehabilitasi gelandangan dan 

pengemis. 

g. Prinsip kesadaran diri, dimana para pelaksana pelayanan dan 

rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis secara sadar wajib 

menjaga kualitas hubungan profesionalnya dengan gelandangan 

dan pengemis, sehingga tidak jatuh dalam hubungan emosional 

yang menyulitkan dan menghambat keberhasilan pelayanan. 

Berdasarkan peraturan tersebut diatas, Dinas Sosial dan 

Pemakaman yang bekerjasama dengan Satpol PP harus memegang 

ketujuh prinsip penanganan gelandangan dan pengemis jika memang 

serius ingin menyelesaikan permasalahan gelandangan dan 

pengemis yang ada di Medan. 

 

2.5 Gelandangan Dan Pengemis 

a. Gelandangan dan pengemis  

Menurut PP No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan 

Gelandangan dan Pengemis, Gelandangan adalah orang – orang yang hidup 

dalam ketidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam 

masyarakat setempat serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal 

yang tetap serta hidup mengembara ditempat umum. Sedangkan Pengemis 

adalah orang – orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta – 

minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengahrapkan 

belas kasihan orang lain. 
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Menurut Muthalib dan Sudjarwo dalam Iqbali (2005) bahwasannya 

gelandangan memiliki tiga gambaran umum, yaitu pertama, sekelompok 

orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakatnya, kedua, orang yang 

disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai, dan ketiga, orang yang berpola 

hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan. Ali 

menyatakan bahwa gelandangan berasal dari gelandangan yang berarti 

selalu menggembara. Menurut Murdianto, gelandangan adalah seseorang 

yang hidup tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan layak dalam 

masyarakat seta tidak memiliki penghasilan dan tempat tinggal yang layak. 

(Waleleng & Pratiknjo, 2023) 

Teori gelandangan dan pengemis, Menurut Poerwadarminta (Dewi 

et al., 2020) gelandangan merupakan keadaan orang-orang yang tidak sesuai 

dengan norma dan kehidupan yang layak dalam masyarakat, dan tidak 

memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu, 

hidupnya mengembara ditempat-tempat umum, dan berpindah pindah 

tempat. Sarlito W. Sarwonlo dalam (Dewi et al., 2020) gelandangan adalah 

orang miskin tinggal di kota-kota yang tidak mempunyai tempat tinggal 

yang tetap dan tempat tinggal yang sah menurut hukum. Hal ini menjadi 

masalah pemerintah kota karena ikut menikmati fasilitas perkotaan, tetapi 

tidak membayar kembali fasilitas perkotaan seperti halnya pajak. 

Sedangkan, Pengemis adalah seorang yang mendapat penghasilan dari hasil 

meminta minta kepada orang lain dengan berbagai cara agar mendapat belas 

kasihan dari orang lain. 
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Menurut Dinas sosial kota Medan (Hidayat, 2022) pengemis adalah 

orang cacat. Namun kemudian, banyak pengemis yang berpura-pura cacat. 

Walaupun telah ada upaya pemerintah Kota Medan untuk membuat 

kebijakan-kebijakan penanganan pengemis, namun ternyata masih belum 

bisa menjangkau pengemis secara keseluruhan. Bahkan masih banyak 

pengemis yang sudah dilakukan pembinaan, namun masih turun kejalanan 

lagi. 

b. Ciri – Ciri Gelandangan dan Pengemis 

Gelandangan memiliki ciri-ciri tersendiri orang tersebut dikatakan 

gelandangan atau tidak, hal ini diperkuat dengan penjelasan (Dewi et al., 

2020) menyatakan: 

1. Anak sampai usia dewasa, tinggal disembarang tempat dan hidup 

mengembara atau mengelandang di tempat-tempat umum, biasanya 

di kota-kota besar. 

2. Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku 

kehidupan bebas atau liar. 

3. Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil 

sisa makanan atau barang bekas. 

4. Menggendong anak kecil atau langsung menggunakan anak kecil 

untuk mengemis. 

5. Tampil beda dengan membawa sebuah karton yang bertuliskan 

mereka membutuhkan biaya sekolah atau biaya hidup. 
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c. Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan 

Dalam perkembangan masyarakat Indonesia, kegiatan Keberadaan 

Gelandangan berasal dari berbagai permasalahan hidup yang dihadapi. 

Beberapa permasalahan yang dialami oleh gelandangan adalah terkait 

dengan masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah sosial budaya, 

masalah lingkungan serta hukum dan kewarganegaraan. Adapun, Faktor 

Penyebab Adanya Gelandangan dan Pengemis Banyak faktor seorang untuk 

hidup mengelandang salah satunya merupakan  faktor  ekonomi  yang  

belum  mencapai  taraf  hidup  kesejahterahan sosial yang baik sehingga 

meningkatnya gelandangan dan pengemis di kota-kota besar. Menurut Noer 

Effendis (Dewi et al., 2020) munculnya gelandangan disebabkan oleh 

beberapa faktor, antara lain: 

a. Faktor eksternal, antara lain: 

1. Gagal dalam mendapatkan pekerjaan. 

2. Terdesak oleh keadaan, seperti tertimpa bencana alam, 

perang. 

3. Pengaruh orang lain. 

b. Faktor internal, antara lain: 

1. Kurang bekal pendidikan dan keterampilan. 

2. Rasa rendah diri, rasa kurangpercaya diri, kurang siap untuk 

hidup di kota besar. 

3. Sakit jiwa, cacat tubuh. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 

pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu 

fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan dilapangan. 

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011:73) penelitian deskriptif 

kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena- 

fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih 

memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. 

Selanjutnya dalam (Ansori, 2015) menyatakan bahwa “penelitian kualitatif adalah 

sarana untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari 

suatu masalah sosial atau kemanusiaan oleh individu atau kelompok. Proses 

penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul data secara induktif, 

membangun dari tema khusus ke tema umum, dan melakukan interpretasi 

terhadap makna data. Laporan tertulis akhir mempunyai strukturpenulisan yang 

fleksibel”. Dikutip dalam (Civilization et al., 2021). 

Dalam hasil penelitian (Merlindha & Hati, 2015) peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk mencari, mengeksplorasi, dan mendeskripsikan fenomena gelandangan dan 

pengemis secara mendalam. Melalui metode kualitatif, penelitian ini 

berusaha memahami proses pengawasan dan pembinaan secara mendalam. Di 
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samping itu, dalam penelitian ini akan mengkaji upaya rehabilitasi sosial 

dalam penanganan gelandangan dan pengemis yang bersifat holistik, belum jelas, 

kompleks, dan sangat dinamis sehingga pendekatan kualitatif dianggap metode 

yang paling tepat dalam penelitian ini. Penelitian ini menggambarkan tentang 

bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang 

Larangan Gelandangan dan Pengemis Dalam Rangka Pengawasan dan Pembinaan 

Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kota Medan. 

 

1.2 Kerangka Konsep 

Agar penelitian ini dapat disampaikan gambarannya Sebagai dasar pijakan 

yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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Gambar 1 KERANGKA KONSEP 

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan 

Gelandangan dan Pengemis Serta Praktik Susila di Kota Medan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 Tentang larangan 

Gelandangan dan Pengemis serta Praktik susila di Kota 

Medan 

 

Implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 

2003 Tentang Larangan 

Gelandangan dan 
Pengemis Serta Praktik 
Susila di Kota Medan, 
George C Edwards III 
(2006:150) meliputi: 

Adanya penyampaian 

informasi mengenai 

kebijakan ( komunikasi) 

Adanya sumber daya 

yang 
Implementor 

Adanya 

(sikap) dari 

dimiliki 

disposisi 

pelaksanaan 
Kebijakan 

Adanya struktur birokrasi 

 

 

Pembinaan dan Pengawasan 

gelandangan dan pengemis di 

kota medan dengan adanya 

unsur – unsur Implementasi 

kebijakan 

 ( tachjan : 2006): 

 

1. Unsur Pelaksana 

2. Adanya Program 

3. Adanya target group 

Terwujudnya Tujuan dan Peraturan Daerah Kota Medan 

Nomor 6 Tahun 2003 Dalam Upaya Pembinaan dan 

Pengawasan gelandangan dan Pengemis 
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1.3 Defenisi Konsep 

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep- 

konsep sebagai berikut: 

a. Implementasi kebijakan publik merupakan kegiatan administratif yang 

dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. yang dimana 

maksudnya adalah menurunkan atau menafsirkan alternative-alternatif 

yang mash abstrak atau makro menjadi alternative yang bersifat konkrit 

dan mikro ataupun tahapan untuk menjalankan suatu perundangan, 

peraturan dari suatu program pemerintah guna menginterfensi 

masyarakat dalam melakukan segala sesuatu didalam tatanan hidup 

masyarakat 

b. Kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah, sehingga salah satu 

ciri kebijakan “what government do or not to do” kebijakan dari 

pemerintahlah yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhinya. 

c. Pengawasan adalah proses melalui menejer berusaha memperoleh 

keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan 

perencanaannya. 

d. Pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup 

urutan- urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, 

memelihara pertumbuhan tersebu yang disertai usaha-usaha perbaikan, 

menyempurnakan dan mengembangkannya. 

e. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai 

dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat 



 

32  

serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap 

diwilayah tertentu dan hidup menggembara di tempat umum. 

f. Pengemis adalah orang-orang mendapat penghasilan dari meminta-

mintadimuka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas 

kasihan orang lain. 

g. Komunikasi pelayanan publik sendiri adalah pihak komunikator 

bertindak sebagai pengirim pesan dalam sebuah proses komunikasi. 

Menurut Rudy (2005:4) yang dimaksud dengan komunikator adalah 

seseorang atau sekelompok orang yang merupakan tempat asal pesan, 

berita informasi, dan atau engertian yang disampaikan 

(dikomunikasikan) atau bisa dikatakan orang yang 

mengirimkan/menyamoaikan berita. 

h. Sumber daya adalah pengembangan dan penggunaan pegawai atau 

personil untuk mencapai tujuan dan sasaran individu, organisasi, 

masyarakat, nasional dan internasional dengan efektif. 

i. Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap program 

atau kebijakan, khususnya para pelaksana yang menjadi implementator 

dari program. Keberadaan aparat pelaksana memiliki peranan yang besar 

dan menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam pelaksanaannya. 

j. Birokrasi adalah “institusi yang berada pada sektor Negara yang 

memiliki karakteristik adanya kewajiban, memiliki hubungan dengan 

hukum dan berhubungan dengan pertanggung jawaban kepada publik 

dalam menjalankan tugasnya. 
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1.4 Kategori Penelitian 

Menurut Moelong dalam (Evita, 2021) Kategorisasi berarti menyusun 

kategori atau mengelompokkan kategori. Kategori adalah salah satu dari 

tumpukan ide dasar, intuisi, opini atau sekumpulan tumpukan yang terdiri dari 

kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu 

variabel penelitian sehingga diketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian 

pendukung untuk menganalisis variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini 

adalah Implementasi peraturan daerah mengenai larangan gelandangan dan 

pengemis di Kota Medan . 

Table 3.1 Kategorisasi penelitian 

Konsep Teoritis Kategorisasi 

Implementasi

 Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2003 Tentang 

 Larangan Gelandangan dan 

Pengemis Serta Praktik 

Susila di Kota Medan 

1. Adanya penyampaian informasi 

mengenai kebijakan ( komunikasi) 

2. Adanya sumber daya yang 

dimiliki Implementor 

3. Adanya disposisi (sikap)  

Dari pelaksanaan Kebijakan 

4. Adanya struktur birokrasi 

Pembinaan dan Pengawasan 

gelandangan dan pengemis di kota 

medan. 

1. Unsur Pelaksana 

2. Adanya Program 

3. Adanya target group 
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1.5 Narasumber / key informan  

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan hasil 

penelitian. Subyek penelitian ini adalah informan yang akan memberikan berbagai 

informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Informan adalah seseorang 

yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau persoalan tertentu, dari situlah 

dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya baik berupa 

pernyataan, informasi atau data yang dapat membantu dalam memahami 

persoalan atau permasalahan tersebut. Informan penelitian bagong suyanto (Viera 

Valencia & Garcia Giraldo, 2019) meliputi beberapa macam, yaitu: 

a. Informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki 

berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, 

b. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi 

sosial yang diteliti. 

c. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi 

walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. 

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknis analisis data 

yang digunakan adalah pendekatan model dengan pengumpulan informasi, 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data 

yang digunakan dalam mendapatkan hasil penelitian yang baik, perlu 

dilakukan validitas (pengabsahan) data. pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode triangulasi data. Triangulasi adalah salah satu cara 

mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan metode ganda 
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dalam penelitian  (SI administrasi Pelayanan et al., 2023). 

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan 

orang yang berkompeten atau mengetahui informasi tentang implementasi 

Peraturan Daerah No(Pelayanan et al., 2023)mor 6 tahun 2003 tentang Larangan 

Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Susila dalam rangka pengawasan dan 

pembinaan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota Medan. Adapun 

Narasumber dari penelitian ini adalah 

a. Sekertaris Dinas Sosial Di Kota Medan 

Nama  : FERRY SUHERY,S.Sos (Trisno) 

Nip                  : 19691021 2008011004 

Jenis Kelamin : Laki – Laki 

b. Kepala Bidang / Himpunan Rehabilitas Sosial Di Kota Medan 

Nama  : MARIENCE,S.STP,M.SP  

Nip  : 198000510 199810 2 001 

Jenis kelamin  : Perempuan 

c. Staff Rehabilitas Sosial Di Kota Medan Medan 

Nama  : Sri Hayati 

Nip  :  - 

Jenis kelamin  : Perempuan 

d. Gelandangan dan Pengemis Yang Di Bina Dinas Sosial Di Kota 

Medan 

Nama  : Halimah 
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Usia  : 33 Tahun  

Jenis kelamin  : Perempuan 

e. Gelandangan dan Pengemis Yang Di Bina Dinas Sosial Di Kota 

Medan 

Nama  : Haikal 

Usia  : 10 Tahun  

Jenis kelamin  : Laki – Laki 

f. Gelandangan dan Pengemis Yang Di Bina Dinas Sosial Di 

Kota Medan  

Nama  : Iwan 

Usia  : 28 Tahun  

Jenis kelamin  : Laki – Laki 

 

1.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data digunakan beberapa teknik, yaitu tujuan agar 

penelitian ini terlaksana secara objektif dan tepat mengenai sasaran, untuk itu 

dipakai beberapa teknik diantaranya sebagaimana di dalam (Ansori, 2015): 

a. Observasi 

Menurut  Herdiansyah (2013:132) observasi adalah adanya prilaku 

yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Prilaku yang 

tampak dapat berupa prilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, 

dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Observasi adalah 

pengamatan dan pencatatan secara sistimatik terhadap gejala yang 
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tampak pada objek penelitian. 

Menurut Haris Herdiansyah (2013:146) observasi nonpartisipasi 

adalah peran dalam observasi yang dipilih di mana dalam melakukan 

pengamatan, peneliti tidak harus mengambil peran dan terlibat dengan 

aktivitas subjek penelitian. 

b. Wawancara 

Menurut Moleong (2012:186) wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) yang memberirikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Moleong (2001:135) mengemukakan wawancara 

terstruktur yaitu percakapan yang dilakukan peneliti dengan   

responden dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah di tetapkan oleh 

peneliti kepada responden berdasarkan objek yang akan diteliti. 

c. Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006:158) dokumentasi berasal dari kata 

dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan 

metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda- benda tertulis 

seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan harian dan sebagainya. 

Menurut Gottschalk (2013:175) dalam Imam Gunawan dokumentasi 

adalah setiap proses pembuktian yang didasari atas jenis sumber 

apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau 

arkeologis. 
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1.7 Teknik Analisis Data 

Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan, 

selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal analisis data 

kualitatif, Boghdan dalam Sugiyono (2009:88) menyatakan bahwa analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah 

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 

orang lain. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan model analisis 

interaktif Miles dan Huberman (Stocks, 2016) Model analisis ini terdiri dari tiga 

hal utama, yaitu : 

a. Reduksi data, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu 

dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan 

dapat diambil. Data yang merupakan proses merangkum mengikhtisarkan 

atau menyeleksi data dari catatan lapangan yang kemudian dimasukkan 

dalam kategori tema yang mana, fokus atau permasalahan yang mana 

dengan fokus penelitian. 

b. Penyajian data, merupakan proses penyajian data kedalam sejumlah matrik 

yang sesuai dan berfungsi untuk memetakan data yang telah direduksi, juga 

untuk memudahkan mengkontruksi didalam rangka menuturkan, 
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menyimpulkan dan menginterprestasikan data. 

c.  Menarik kesimpulan, yaitu membuat suatu kesimpulan sementara yang 

dapat dijadikan sebagai suatu pembekalan dalam melaksanakan penelitian 

untuk memberikan penafsiran dari data yang diperoleh terutama data 

yangberhubungan dengan fokus penelitian. Penarikan kesimpulan atau 

verifikasidilakukan dengan longgar, tetap terbuka, tetapi semakin lama 

semakin rinci berdasarkan kumpulan-kumpulan data yang diperoleh 

dilapangan dan mengakar dengan kokoh. 

 

1.8 Lokasi , Waktu Dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di dinas perhubungan Kota Medan. Jalan 

Pinang Baris, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara. 

Dengan rentang Waktu penelitian dimulai dari bulan maret sampai dengan 

selesai. 

 

Sumber : Google Chorme 2023 
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1.9 Deksripsi lokasi penelitian 

Kota Medan di kenal sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara merupakan 

pusat pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, dan perdagangan yang terletak di 

Pantai Timur Sumatera dengan batas-batas wilayah, Sebelah Utara berbatasan 

dengan Selat Malaka, dan Sebelah Selatan, Timur dan Barat berbatasan dengan 

Kabupaten Deli Serdang. Luas Wilayah Kota Medan adalah 265,10 km2, yang 

terdiri dari 21 kecamatan dan 151 kelurahan dengan jumlah penduduk Kota 

Medan tahun 2023 berdasarkan data dari Kantor Badan Pusat Statistik Kota 

Medan adalah 2.474.166 jiwa. Dinas Sosial Kota Medan dibentuk berdasarkan 

peraturan daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kota Medan yang merupakan tindak 

lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah. Dinas Sosial Kota Medan sebagai salah satu Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Kota Medan yang melaksanakan kewenangan pemerintah di 

bidang sosial di Kota Medan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 

2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Kota Medan. 
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Sumber : Dinas Sosial Kota Medan 2023 

 

1.10 Struktur organisasi kota Medan 

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan antara 

individu-individu dalam suatu kelompok. Struktur ini kemudian digambarkan 

dalam bagan organisasi. Bagan Organisasi ini akan memperlihatkan garis-garis 

besar hubungan antara fungsi-fungsi dalam organisasi, arus tanggung jawab dan 

wewenang. Dalam pengertian luas, dapat diartikan bahwa struktur organisasi itu 

tergantung pada tugas-tugas yang dilaksanakan dan wewenang yang dipergunakan 

oleh individu- individu dari kelompok dalam mencapai tujuan yang telah 

dilaksanakan. Adapun struktur organisasi yang dimiliki sebagai berikut : 
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Sumber : Dinas Sosial Kota Medan 2024 
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1.11 Visi – Misi Dinas Sosial Kota Medan 

Table 3.2 Visi – misi Dinas Sosial Kota Medan 

 

Sumber : Dinas Sosial Kota Medan 2023

 

VISI : 

Terwujudnya  Masyarakat  Kota Medan dengan Berkah, Maju dan 

Kondusif 

 

MISI: 

Melalui Misi Medan Berkah akan Mewujudkan Kota Medan 

Sebagai kota yang berkah dengan memeggang teguh nilai – nilai 

keagaamaan dan menjadikan Medan segai kota layak huni juga 

berkualitas bagi seluruh lapisan Masyarakat . 

Misi pertama ini memiliki tujuan pada lapisan masyarakat serta 

diimplementasikan dalam sendi – sendi kehidupan sosial 

bermasyarakat kota medan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil penelitian 

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil 

penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data 

yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber 

sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu 

kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara secara 

langsung oleh beberapa narasumber di Pemerintahan kota Medan, yaitu Kantor 

Dinas Sosial kota Medan. 

Terkait tentang Implementasi Kebijakan larangan gelandangan dan 

pengemis di kota Medan. Untuk mendukung perolehan data, selain data primer, 

data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara. Peneliti 

melakukan wawancara, melakukan observasi, dan dokumentasi untuk 

mengetahui prosedur yang dilakukan oleh perangkat Pemerintah Daerah dalam 

melaksanakan Kebijakan larangan gelandangan dan pengemis di kota Medan. 

Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu mengklarifikasikan data tersebut 

menurut alternative jawaban yang dipilih. 

a. Penyajian data 

Pada bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama 

penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara 

dari narasumber, yaitu: Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang 
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Rehabilitasi Sosial, Staff di Dinas Sosial Kota Medan. Adapun 

keadaan fisik/ gambaran di Dinas Sosial Kota Medan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para 

narasumber, maka dapat dianalisa berbagai jawaban narasumber sehingga dapat 

diperoleh data dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Hasil penertiban gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota 

Medan 2020, 2021, 2022 

 

Sumber : Dinas Sosial Kota Medan 

TAHU

N 

GELANDANGAN(G ) DAN PENGEMIS (P) 

G P ODG

J 

ANA

K 

PR LK DEWAS

A 

LANSI

A 

TOTA

L 

 

2020 

 

- 

 

- 

 

- 

 

13

3 

 

23

9 

 

- 

 

- 

 

372 

 

2021 

 

4

4 

 

37

0 

 

- 

 

- 

 

226 

 

- 

 

21 

 

129 

 

23 

 

15 

 

414 

 

2022 

 

- 

 

- 

 

15 

 

- 

 

12

0 

 

- 

 

52 

 

22 

 

30 

 

10 

 

249 
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Ket Dinas Kota Medan 2021 

Dirujuk ke panti   :  32 Orang 

Dirujuk ke Rsj   :  - 

Dirujuk ke Pihak Keluarga  : 369 Orang 

Ket Dinas Kota Medan 2022 

Dirujuk ke panti  :  32 Orang 

Dirujuk ke Rsj   : 15 Orang  

Dirujuk ke Pihak Keluarga  : 202 Orang    

 

 Adapun prosedur pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dapat kita 

lihat dari tabel dibawah ini : 

Table 4.2 

Prosedur pelayanan rehabilitas sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Sosial Kota Medan 2022 

 

 

Data korban 

rehabilitas 

 

Pencatat / pelaksana 

rehabilitas sosial 

 

Badan penasehat dan 

pembinaan 

 

 

 

Prosedur 

Pelayanan 

Rehabilitas 

Sosial 
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4.2 Pembahasan 

Dari hasil wawancara dengan para narasumber di Dinas Sosial Kota Medan 

penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut Gerorge 

Edward III : 

1. Komunikasi 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis 9 Mei 2024 Februari 

pukul 10:00 wib dengan Ferry Suhery,S.Sos.M.H selaku sekretaris di 

Dinas Sosial Kota Medan dalam kaitannya dengan cara pemerintah 

menyampaikan Perda no 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan 

pengemis. Ia mengatakan cara menyampaikan informasi tersebut dengan 

cara mengumpulkan para gepeng yang terjaring razia lalu berosialisasi 

dengan isi perda tersebut beserta sanksi-sanksi yang di dapat jika 

melanggar peraturan tersebut. Dan untuk masyarakat diberikan himbauan-

himbauan bahwasanya gelandangan dan pengemis dilarang. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 30 April 2024 Februari 

pukul 13:00 wib dengan Trisno,S.Ap. selaku kepala himpunan Rehabilitas 

sosial di Dinas Sosial Kota Medan dalam kaitannya dengan cara 

pemerintah menyampaikan Perda no 6 tahun 2003 tentang larangan 

gelandangan dan pengemis.ia mengatakan bahwa kami telah melakukan 

komunikasi yang baik dalam beroprasi dengan bekerja sama pada satuan 

pamong raja dan Dinas perhubungan dengan cara memantau gelandangan 

dan pengemis dengan alat cctv lampu merah. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 30 April 2024 Februari 
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pukul 10:00 wib dengan Sri Hayati staf rehabilitas sosial di Dinas Sosial 

Kota Medan dalam kaitannya dengan cara pemerintah menyampaikan 

Perda no 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis. Beliau 

mengatakan tidak ada cara yang ditetapkan oleh perda tersebut kepada 

para gepeng namun ketika setiap ada gepeng yang terjaring razia 

dikumpulkan lalu kita akan membacakan isi di dalam perda tersebut dan 

sanksi-sanksi jika melanggarnya. Dan beliau mengatakan bahwa kami 

hanya bisa menyampaikan penyaringan yang lebih terhadap perda tetapi 

tidak dengan menjanjikan kejeraan masayarakat.  

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat 26 April pukul 11:00 

wib dengan Halimah selaku Gepeng di Dinas Sosial Kota Medan dalam 

kaitannya dengan cara pemerintah menyampaikan Perda no 6 tahun 2003 

tentang larangan gelandangan dan pengemis. Beliau mengetahui bahwa 

mengemis dijalanan dilarangan tetapi tidak mengetahui adanya perda no.6 

tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik 

susila di Kota Medan.  

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat 26 April pukul 11:00 

wib dengan Haikal selaku gepeng di Dinas Sosial Kota Medan dalam 

kaitannya dengan cara pemerintah menyampaikan Perda no 6 tahun 2003 

tentang larangan gelandangan dan pengemis. Beliau mengatakan 

mengetahui adanya larangan gepeng namun dikarnakan sulitnya ekonomi 

gepeng ini tidak menghiraukan larangan tersebut agar mendapatkan 

penghasilan. 
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Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat 22 April pukul 16:00 

wib dengan Iwan selaku gepeng di Dinas Sosial Kota Medan dalam 

kaitannya dengan cara pemerintah menyampaikan Perda no 6 tahun 2003 

tentang larangan gelandangan dan pengemis. Ia mengatakan bahwa saya 

tidak tau akan peraturan daerah tersebut tetapi saya tau akan penertiban 

satpol pp yang tidak memperbolehkan saya mengemis. 

Analisis berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2003 tentang 

larangan gelandangan dan pengemis serta praktik susila sebagaimana hasil 

wawancara yang dijelaskan pada perda tersebut, maka bila dijelaskan hasil 

wawancara tersebut untuk penyampaian tentang larangan gelandangan dan 

pengemis serta praktik susila seharusnya informasi/sosialisasi lebih di 

tingkatkan lagi tidak hanya di bacakan kepada gepeng yang terjaring razia 

saja namun membuat reklame larangan gepeng dan tujuan dibuatnya 

larangan gepeng tersebut beserta sanksi-sanksi yang akan diberikan 

diberikan apabila terputusnya. Diletakkan di tempat-tempat yang banyak 

terdapat gepeng agar masyarakat mengetahui bahwa adanya perda 

larangan gepeng.  Adapun yang telah di ungkapkan (Leo, 2012) untuk 

menuju implementasi kebijakan yang diinginkan, maka pelaksana harus 

mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk kebijakan tersebut. Selain 

itu yang menjadi sasaran kebijakan harus diberikan informasi mengenai 

kebijakan yang akan diterapkan mulai dari tujuan dan sasarannya. Maka 

dari itu informasi / sosialisasi kebijakan sangat diperlukan untuk 

menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan. Sosialisasi bisa 
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dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan media masa, elektronik, 

sosial, dan lain- lain.  

Kemudian dilakukan evaluasi dalam melakukan pengawasan dan 

pembinaan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota Medan. 

Dengan demikian agar keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat 

diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhor (output) 

yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang diharapkan. Mewujudkan 

tujuan kebijakan yang dilaksanakan haruslah didasarkan dengan 

komunikasi yang baik, karena dengan berkomunikasi yang baik dapat 

melaksanakan kebijakan yang dicanangkan pemerintah dengan efektif dan 

efisien.(Saputra et al., 2016) 

2. Sumber daya 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat 19 Mei 2024 Februari 

pukul 10:00 wib dengan Ferry Suhery,S.Sos.M.H selaku sekretaris di 

Dinas Sosial Kota Medan dalam kaitannya dengan cara pemerintah 

menyampaikan Perda no 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan 

pengemis. Ia mengatakan sumber daya pendukung yang diberikan 

pemerintah cukup memadai karna sudah adanya rumah singgah untuk 

menampung para gelandangan yang terjaring dalam masa rehabilitas di 

Dinas Sosial.  

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 30 April 2024 

Februari pukul 13:00 wib dengan Trisno,S.Ap.selaku kepala himpunan 

Rehabilitas sosial di Dinas Sosial Kota Medan dalam kaitannya Untuk 
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masalah peningkatan pelatihan itu untuk PPKS di dinas sosial tidak ada, 

karena kita belum ada rumah perlindungan dan belum ada resmi dan itu 

masih di tahap pembangunan kita dinas sosial hanya sebatas rumah 

singgah saja. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 30 April 2024 

Februari pukul 10:00 wib dengan Sri Hayati staf rehabilitas sosial di 

Dinas Sosial Kota Medan dalam kaitannya dengan cara pemerintah 

menyampaikan Perda no 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan 

pengemis.Beliau mengatakan Sdm telah terlaksanakan sesuai dengan 

kebijakan yang telah di tetapkan ini sudah baik dalam melaksanakan 

tugasnya namun saranan dan prasarana yang di berikan pemerintah 

belum memadai seperti belum adanya rumah panti nyaman dan faktor 

pendukung sumber daya manusia di Dinas Sosial Kota Medan. 

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya, 

baik itu sumberdaya manusia, sumber daya material maupun sumber 

daya metoda.Komponen sumberdaya meliputi jumlah staf, keahlian dari 

para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk 

mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait  

dalam  pelaksanaan  program,  adanya  kewenangan  yang menjamin 

bahwa program dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan, serta 

adanya fasilitasfasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan 

kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. 

Menurut Edward III (dalam agustino 2006:151-152) 
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mengemukakan empat indikator yang dapat dipakai dalam mengukur 

keberhasilan variabel sumberdaya yaitu: 

a. Staff, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf 

atau pegawai, kegagalan sering terjadi dalam implementasi 

kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak cukup 

memadai ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Wewenang, 

pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah 

dapat dilaksanakan secara efektif, kewenangan merupakan otoritas 

atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan 

yang ditetapkan secara politik. 

b. Fasilitas, tanpa adanya fasilitas maka implementasi kebijakan tidak 

akan berhasil. 

3. Disposisi 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat 19 Mei 2024 Februari 

pukul 10:00 wib dengan Ferry Suhery,S.Sos.M.H selaku sekretaris di 

Dinas Sosial Kota Medan. Beliau mengatakan saya menangani 

penanganan PMKS karena dinas sosial melaksanakan PMKS itu mulai 

untuk sip 1 dan 2 dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore dan untuk sip 3 

dimulai dari jam 4 sore sampai jam 11 malam dan untuk gepeng ada dia 

suatu organisasi atau komunitas yang aktif seperti satuan pamongraja dan 

ada juga disini peran dinas sosial ikut turun kelapangan dalam 

pelaksanaanya. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 30 April 2024 Februari 
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pukul 13:00 wib dengan Trisno,S.Ap.selaku kepala himpunan 

Rehabilitas sosial di Dinas Sosial Kota Medan. Beliau mengatakan Untuk 

gelandangan pengemis online bahwasannya dinas sosial tidak 

bercampurtangan akan hal tersebut dikarenakan bahwasannya pihak 

perda langsung yang menertibkan pengemis online. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 30 April 2024 Februari 

pukul 10:00 wib dengan Sri Hayati staf rehabilitas sosial di Dinas Sosial 

Kota Medan dalam kaitannya dengan cara pemerintah menyampaikan 

Perda no 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan 

pengemis.Beliau mengatakan Untuk hambatan itu banyak di lapangan 

contohnya seperti anak punk, disitu kita sudah ada preman nya jadi 

sebagian gelandangan dan pengemis ini sudah ada pendukung nya jadi 

ketika kita dinas sosial menangkap salah satu dari mereka maka nanti 

preman nya akan datang, nanti kita disitu akan melakukan adu fisik. 

Analisis berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2003 tentang 

larangan gelandangan dan pengemis serta praktik susila sebagaimana 

hasil wawancara yang diuraikan diatas, maka apabila dianalisis hasil 

wawancara tersebut untuk disposisi/ sikap dari para implementor dapat 

ketahui bahwasanya kinerja implementor sudah cukup baik seperti 

sosialiasi yang dilakukan oleh dinas sosial sudah cukup bagus, dapat 

dilihat dari banyaknya pihak yang terlibat, tidak hanya dinas sosial 

sendiri, tetapi juga melibatkan perangkat-perangkat daerah yang 

memberikan informasi juga secara langsung kepada warga didaerahnya 
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masing- masing. Dan komitmen dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya. 

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan 

hambatanhambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila 

personil yang ada tidak melaksanakan kebijakankebijakan yang 

diinginkan oleh pejabaatpejabat tinggi. Oleh karena itu dalam 

pengangkatan personil pelaksana harus memiliki komitmen, kejujuran, 

komunikatif, cerdik, dan sifat demokratis. 

Menurut Edward III dalam (Abdi, 2017) ada dua karakteristik yang 

dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang 

lebih baik, adalah: melakukan standar operating procedures (SOP) adalah 

melaksanakan fragmentasi. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang 

memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan administrator  

atau  birokrat)  untuk  melaksanakan  kegiatan- kegiatantannya. 

Pada tiap harinya sesuai dengan standar yang diterapkan (standar 

minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi 

adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatankegiatan atau 

aktivitas-aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja. 

4. Birokrasi 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat 19 Mei 2024 Februari 

pukul 10:00 wib dengan Ferry Suhery,S.Sos.M.H selaku sekretaris di 

Dinas Sosial Kota Medan, beliau menyampaikan pandangan dari dinas 

sosial terhadap gepeng untuk kota medan dilakukan penertiban PMKS 
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untuk gepeng, gelandangan dan pengemis dilakukan bersama sama oleh 

dinas sosial, dinas sosial melakukan penertiban itu bersama satpol pp, 

setelah dinas sosial menangkap itu akan dibawa dan dilakukan 

pembinaan lanjut bagaimana nanti dinas sosial akan lanjut, lalu 

kemudian kami memberikan arahan agar tidak mewariskan ilmu 

pengemis nya kepada keluarga maupun masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 30 April 2024 Februari 

pukul 10:00 wib dengan Sri Hayati staf rehabilitas sosial di Dinas Sosial 

Kota Medan. Untuk kemampuan birokrasi dalam mengimplementasi kan 

kebijakan tentang larangan gelandangan dan pengemis ini perdana 

apapun nanti ceritanya pastinya kita dinas sosial mengerjakan juga 

karena misinya pak bobby kolaborasi jadi kita melakukan kolaborasi 

dengan pihak terkait untuk penanganan tentang gelandangan dan 

pengemis.  

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 30 April 2024 Februari 

pukul 13:00 wib dengan Trisno,S.Ap.selaku kepala himpunan 

Rehabilitas sosial di Dinas Sosial Kota Medan. Beliau Untuk 

kemampuan birokrasi dalam mengimplementasi kan kebijakan tentang 

larangan gelandangan dan pengemis ini permula bagaimana dan seiirng 

berjalannya waktu pihak dinas sosial akan menjalankan organisasi 

berkelanjutan bagi gepeng tersebut karena misinya pak bobby kolaborasi 

jadi kita melakukan kolaborasi dengan pihak terkait untuk penanganan 

tentang gelandangan dan pengemis. 
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Analisis berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2003 tentang 

larangan gelandangan dan pengemis serta praktik susila sebagaimana 

hasil wawancara yang diuraikan diatas, maka apabila dianalisis hasil 

wawancara tersebut untuk struktur birokrasi yang bertugas untuk 

mengimplementasikan kebijakan pembagian tugas dan koordinasi 

struktur birokrasi sudah dilaksanakan dengan baik hanya saja perda 

tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik susila belum 

ada perbaikan sehingga kinerja dari birokrat terbatas. 

Menurut Edward III dalam (Leo, 2012) Birokrasi merupakan struktur 

yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena 

mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan 

kebijakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi 

di Dinas Sosial Kota Medan sudah sesuai dengan SOP yaitu kegiatan 

yang dilakukan secara rutin oleh para pelaksana 

kebijakan/administratur/birokrat berdasarkan dengan standar yang 

ditetepkan dalam pekerjaannya. dan Fragmentasi yaitu penyebaran 

tanggung jawab kegiatan atau aktivitas kerja kepada beberapa pegawai 

dalam mengkoordinasi unit- unit kerja, untuk mempermudah pekerjaan 

dan memperbaiki pelayanan. Namun hanya saja kurangnya pembaruan 

terhadap perda larangan gelandangan dan pengemis serta praktik susila 

sehingga kinerja dari birokrat terbatas.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan pengawasan dan pembinaan di Dinas Sosial Kota Medan 

secara umum atau secara fakta dapat dikatakan belum optimal. terdapat 

kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaannya karena di sebabkan oleh 

beberapa faktor seperti kurangnya fasilitas yang menghambat ke efektifan dalam 

penertiban, komunikasi yang kurang efektif terhadap masyarakat, disposisi yang 

belum membuat rasa jerah kepada masyarakat dan kebijakan yang belum pernah 

diperbaharui kembali. 

Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan ialah 

yang pertama adanya proses penyampaian informasi mengenai peraturan daerah 

Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis serta Praktik 

Susila. 

Proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan larangan 

gelandangan dan pengemis belum berjalan dengan baik, dikarnakan penyampaian 

informasi hanya diberikan kepada gepeng yang terjaring razia saja tanpa 

meberikan penegasan kebijakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. 

Kedua, sumber daya manusia dan sumber daya finansial sangatlah penting 

untuk sasaran kebijakan larangan gelandangan dan pengemis. untuk kompetensi 

implementor sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsi  dengan baik 
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namun fasilitas di Dinas Sosial Kota Medan masih belum lengkap dikarnakan 

belum ada rumah panti rehabilitasi sosial untuk menampung para gepeng dan 

belum adanya gerakan suatu organisasi yang dapat memberikan rehabilitas seperti 

bina karya , umkm, bakat atau pendidikan berlanjut di Kota Medan. 

Ketiga, Disposisi kinerja implementor dapat dilihat sudah cukup kondusif, 

dari banyaknya pihak yang terlibat, tidak hanya dinas sosial sendiri, tetapi juga 

melibatkan perangkat-perangkat daerah yang memberikan informasi juga secara 

langsung seperti satuan dinas perhubungan dan pamongraja. kepada warga 

didaerahnya masing-masing serta komitmen dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya. 

Keempat, struktur birokrasi di Dinas Sosial Kota Medan sudah sesuai dengan 

SOP yaitu kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh para pelaksana 

kebijakan/administratur/birokrat berdasarkan dengan standar yang ditetepkan 

dalam pekerjaanny dan Fragmentasi yaitu penyebaran tanggung jawab kegiatan 

atau aktivitas kerja kepada beberapa pegawai dalam mengkoordinasi unit- unit 

kerja, untuk mempermudah pekerjaan dan memperbaiki pelayanan. Namun hanya 

saja kurangnya pembaruan terhadap perda larangan gelandangan dan pengemis 

sehingga kinerja dari birokrat terbatas. 

Kelima, strategi kebijakan larangan gelandangan dan pengemis serta praktik 

susila tidak berjalan dengan efektif dikarnakan kurang tegasnya para implementor 

dalam memberikan sanksi pidana kepada gepeng yang sulit diatur. 

 



 

59  

Keenam, tujuan kebijakan belum tercapai dikarnakan kurangnya kesadaran 

diri dari para masyarakat untuk tidak kembali menggelandang dan mengemis 

dijalanan serta belum lengkapnya sarana dan prasarana pendukung. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran dari peneliti mengenai implementasi Peraturan Daerah No. 6 

Tahun 2003 tentang Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan adalah sebagai 

berikut : 

a. Perlu di bentuknya kelompok kerja untuk mengakomidirkan tidak terjadinya 

lagi gelandangan dan pengemis di kota Medan  

b. Sebaiknya pemerintah atau pihak yang terkait dapat lebih efektif dalam 

penangan sumberdaya yang dimana memberikan suatu peluang bagi 

gelandangan dan pengemis untuk bekerja baik dari segi kemampuan maupun 

keahlian di bidangnya. Sehingga  bisa berkomunikasi yang lebih baik lagi 

dalam sosialisasi ataupun dalam menyampaikan himbauan agar lebih 

dimengerti oleh masyarakat.  

c. Sebaiknya pemerintah dapat meningkatkan kuantitas dari pelaksana 

kebijakan serta mampu memaksimalkan pemanfaatan fasilitas dan finansial 

agar tujuan  dari perda tersebut dapat tercapai. 

d. Harapan saya pemerintah dapat melengkapi fasilitas dan membangun panti 

guna kelancaran perda itu sendiri. 
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e. Sebaiknya pemerintah melakukan revisi perda tersebut mengingat isi 

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2003 tentang Gelandangan dan Pengemis di 

Kota Medan yang kurang rinci serta adanya poin” yang isinya masih 

dipertanyakan.
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